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WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak dilakukan secara
berpasangan dengan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

Sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (5) dan Pasal 176 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pengusulan Wakil Gubernur
merupakan wewenang Gubernur sedangkan pengusulan Wakil Bupati
dan Wakil Walikota merupakan wewenang Bupati dan Walikota.
Selanjutnya pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur merupakan
wewenang Presiden, dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati dan
Wakil Walikota merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mulai dari pentahapan
pengusulan, persyaratan, verifikasi kelengkapan persyaratan,
pengesahan pengangkatan sampai dengan pelantikan calon Wakil
Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota.
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II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” dalam ketentuan ini
adalah 30 (tiga puluh) hari kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nonPegawai Negeri Sipil” adalah calon
yang berasal dari Partai Politik atau profesional antara lain
pimpinan perusahaan, jurnalis, dan akademisi.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pernah atau sedang menduduki
jabatan eselon IIa untuk calon Wakil Gubernur dan eselon
IIb untuk calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota”
adalah calon yang pada saat diusulkan mempunyai riwayat
jabatan pernah menduduki jabatan eselon IIa untuk calon
Wakil Gubernur dan eselon IIb untuk calon Wakil
Bupati/calon Wakil Walikota, atau pada saat diusulkan
calon Wakil Gubernur sedang menduduki jabatan eselon
IIa dan calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota sedang
menduduki jabatan eselon IIb.
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